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KATA PENGANTAR 

uku ini lahir dari kegelisahan yang cukup klasik namun 

terus terasa relevan: mengapa pembicaraan tentang 

kewarganegaraan dan pranata hukum sering kali 

terdengar seperti ritual akademik yang penuh istilah, tetapi justru 

jauh dari denyut hidup masyarakat sehari-hari? Padahal, dua 

bidang ini adalah jantung yang menjaga arah perjalanan sebuah 

negara—menentukan bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana 

warga diperlakukan, dan bagaimana keadilan diupayakan, meski 

tak selalu tercapai sepenuhnya. Penyusunan buku ini memerlukan 

upaya merangkum berbagai pemikiran, regulasi, dan 

perkembangan terbaru di Indonesia. Di dalamnya, saya berusaha 

menempatkan hukum bukan sekadar sebagai teks, melainkan 

sebagai praktek sosial yang hidup—yang dipengaruhi sejarah, 

budaya, serta kompleksitas interaksi antara warga dan institusi 

negara. Harapannya, pembaca dapat melihat bahwa kewarganega-

raan bukan hanya status, tetapi peran aktif; dan pranata hukum 

bukan hanya bangunan formal, tetapi mekanisme bersama yang 

harus terus diperbaiki. Terima kasih saya sampaikan kepada para 

kolega, mahasiswa, dan pembaca yang selalu memberikan ruang 

dialog yang membuka perspektif baru. Tanpa interaksi seperti itu, 

buku ini tidak akan menemukan bentuknya. Semoga buku ini 

memberi manfaat, mendorong diskusi yang lebih kritis, serta 

menginspirasi pembaruan dalam praktik hukum dan pendidikan 

kewargaan di Indonesia.Akhirnya, jika buku ini dapat membuat 

pembaca merasa sedikit lebih akrab dengan negara yang mereka 

huni—itu sudah lebih dari cukup. Dunia hukum dan 

kewarganegaraan memang rumit, tetapi keduanya juga ruang 

tempat kita bersama-sama belajar menjadi masyarakat yang lebih 

adil. 
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